ASLI

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR !> TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

PERANGEKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;

b. bahwa menindaklanjuti Pasal 272 ayat (1) dan Pasal
273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

c. bahwa memenuhi Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah harus
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah




Mengingat

tentang Rencana Pemban
Daerah Kabu gunan Jangka Menengah

tens Pul
ditetaplan; pa ang Pisau Tahun 2018-2023

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
b_lt‘att‘.gm Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

|4 Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten

Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);




8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
:tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

nor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
mesia Nomor 5679);

aturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
icana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
ara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

ibahan Lembaran Negara Republik Indonesia
or 4833);

'an Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Iggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,

embaran Negara Republik Indonesia



16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 341);

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015~ 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

’eraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
elaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
erkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2017 Nomor 136);

eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
Tik 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
jerita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
lomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
|8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
m Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
ntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

n Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
ang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
asi Pembangunan Daerah, Tata Cara
ncangan Peraturan Daerah Tentang
bangunan Jangka Panjang Daerah Dan
bangunan Jangka Menengah Daerah,




Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun
2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Nomor 1);

ahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
njang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
05 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
au Tahun 2007 Nomor 12);

'55_-. Pisau Tahun 2019 Nomor 01);

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Labupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
r 02)




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulang Pisau
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
Pulang Pisau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pulang Pisau untuk periode 5 (lima)
tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
untuk periode 1 (satu) tahunan.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat




Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut.

11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis dari
tujuan program dan kebijakan.

12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan  berfungsinya  keluaran  dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu
pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-
2023.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat
Daerah
Bab III : Permasalahan Dan Isu Strategis
Perangkat Daerah
Bab IV :  Tujuan dan Sasaran
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta
Pendanaan
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan
Bab VIII : Penutup

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak




terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terbagi
dalam 3 (tiga) kelompok tabel sebagai berikut :

Lampiran | . Tabel | Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan

Lampiran Il : Tabel Il Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif

Lampiran [II : Tabel Il Indikator Kinerja yang

Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Mei 2019

TI PULANG PISAU,
|

,

Y PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

SARIPUDIN

|, DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR...



